
a. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 
Daer ah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 4 7 Tahun 2021 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2022; 

b. bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten 
Kudus mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Bantuan Keuangan 
Provin si Jawa Tengah yang belum tercantum dalam 
Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022; 

c. bahwa sesuai ketentuan Huruf E angka 23 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022, mengamanatkan bahwa dalam hal program 
dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas 
peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan, Dana Darurat yang diterima 
daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang 
bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/ atau belum 
dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan 
Kepala Daerah Lenlang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Be lanja Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pcrubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 
47 Tah un 2021 tcntarig Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022; 

Menimbang 

BUPATI KUDUS 
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KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022 
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BUPATI KUDUS, 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pcrcncanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); \ t ,(, IV" 
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Mcngingat 



11. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Parlai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 icntang Pcrubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 61 77); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

18. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tenlang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
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32 Tahun 2021 tentang 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus 

L<-< v 

31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Daerah Kabupaten Kudus (Serita 
Tahun 2021 Nomor 32); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Pera tu ran Men teri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

22. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07 /2020 
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1558); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12 ); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2021 Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2021 Nomor 11); 

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 
Nomor 29); 
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b. Belanja Modal 
1) Belanja Modal Tanah Rp 0,00 
2) Belanja Modal Pcralatan Rp 100.255.434.590,00 

dan Mesin 
3) Belanja Modal Gedung Rp 117.066.240.756,00 

dan Bangunan 
4) Belanja Modal Jalan, Rp 53.608.094.157,00 

Jaringan, dan lrigasi 
5) Belanja Modal Asel Tetap Rp 2.705.912.650,00 

Lainnya 
6) Belanja Modal Aset Tetap Rp 36.100.000,00 

Lainnya 
Rp 273.671.782.153,00 

l -<(~ ~ 

l .618.889.644.245,00 

922.893.915.337,00 
624.605.982.084,00 

69.437.146.824,00 
1.952.600.000,00 

2. Belanja : 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 
3) Belanja Hibah Rp 
4) Belanja Bantuan Sosial Rp 

Rp 

1.995.018.741.895,00 

382.613.583.000,00 
l .612.405.158.895,00 

0,00 

1. Pendapatan Daerah : 
a. Peridapatan Asli Daerah Rp 
b. Pendapatan Transfer Rp 
c. Lain-lain Pendapatan Rp 

Daerah Yang Sah 
Jumlah Peridapatan Rp 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
terdiri alas : 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 
2021 tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2021 Nomor 4 7), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN 
SUPATI KUDUS NOMOR 4 7 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJASARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN SELANJA DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022. 

MEMUTUSKAN: 

32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47); 
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Menetapkan 



Diundangkan di Kudus, 
pada tanggal 18 Februari 2022 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah, 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 
Larnpiran II, dan Lampiran llI Peraturan Bupati ini. 

0,00 
171.854.637.583,00 

171.854.637.583,00 
0,00 

(171.854.637.583,00) 

262.980.395.000,00 
2.166.873.379.478,00 

17.140.477.000,00 
245.839.918.000,00 

d. Belanja Transfer 
1) Belanja Bagi Hasil Rp 
2) Belanja Bantuan Rp 

Keuangan 
Rp 

Jurnlah Belanja Rp 
Surplus / (Defisit) Rp 

3. Pernbiayaan : 
a. Penerimaan Rp 
b. Pengeluaran Rp 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 
Sisa Lebih Pembiayaan Rp 
Anggaran 

11.331.558.080,00 
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c. Belanja Tidak Terduga 

Belanja Tidak Terduga Rp 
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